BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS -
NOMOR 25 TAHUN2013

- TENTANG

| PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA :

Menimbang :

" Mé_ngingat g D >

a.

: KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA '

a BUPATI BENGKALIS

: bahwa : dalam rangka mendukung penyelenggaraan -

pemerlntahan desa ‘dan = pemberdayaan ‘masyarakat

~ yang . menjadi kewenangan desa, perlu diatur Pedoman
'Pelaksanaan Aloka31 Dana’ Desa Kabupaten Bengkahs

- bahwa Pedoman Pelaksanaan Aloka31 .Dana Desa
 sebagaimana d1maksud dalam huruf a, telah dltetapkan :

dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor‘4 Tahun 2013

~ tentang. Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Kabupaten 3 Bengkahs cperlu d_ilakukan perubahan -

“untuk dlsesualkan

‘berdasarkan, pertlmbangan : sebagalmana ' dlrhakSUd

dalam ' huruf - a:- dan “huruf b, perlu = menetapkan
Peraturan Bupati  Bengkalis = tentang Perubahan Atas

. Peraturan . Bupati ‘Bengkalis = Nomor 4 Tahun 2013

tentang Pedoman Pelaksanaan Aloka31 Dana : Desa
Kabupaten Bengkahs : : S ph I

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang a
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Llngkungan'
Daerah ' Provinsi ‘Sumatera - Tengah . (Lembaran Negara '
Repubhk Indonesm Tahun 1956 Nomor 25) S

. Undang-Undang Nomor j,17‘ Tahun 2003 tentang
- Keuangan Negara (Lembaran Negara- Repubhk Indonesia
" Tahun. 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara '

Republik Indonesm Nomor 4286)

V‘Undang-Undang ~ Nomor - 1) Tahun - 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran‘ Negara Republik

" ‘Indonesia - Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

chgara Repubhk Indones1a Nomor 4355),

‘ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
"Pemeriksaan Pengelolaan ~dan  Tanggung = Jawab =
~ Keuangan Negara (Lembaran ‘Negara ‘Republik Indonesia
" Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara .
” Republlk Indonesxa Nomor 4400), ’ i



k‘A.Undang Undang Nomor ’-,32 'Téhru‘n; 2004 . tentangf’
' Pemeérintahan Daerah- (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Nomor 4437), sebagalmana telah diubah

‘beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

~Nomor 32 Tahun 2004 - tentang Pemerintahan  Daerah
- (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm ’

Nomor 4844),

”Undang—Undang Nomor - 33 .Tahujn'ﬂ ’2004 tentang |
Perimbangan  Keuangan - antara - Pemerintah  Pusat

dan - - Pemerintahan Daerah (Lembaran ~ Negara -

Republik  Indonesia \"I,‘ahun_ 2004  Nomor 126,

Tambahan - Lembaran - Negara  Republik  Indonesia |
Nomor 4438), EEg el S R

Undang-Undang Nbrhof 12 Tahun 2011 tentang |

Pembentukan Peraturan: Perundang—undangan (Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, -

Tambahan - Lembaran  Negara Republik Indonesia .

. Nomor 5234);

10.

12)

140

. Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan - Keuangan | Daerah (Lembaran Negara =

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan -

’ Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemermtah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema o
Nomor 4578),__ SR

Peraturan Pemerlntah Nomor 79 - Tahun 2005 tentang .

‘APedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan o
~ Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia
‘Tahun 2005 . Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
’ Repubhk Indonesm Nomor 4595), : ‘

11.‘>_Peraturan Pemerlntah ‘Nomor 38 -Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerlntahan ‘antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi. dan Pemerlntahan Daerah

:Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
"~ Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan ' Lembaran Negara»

Repubhk Indone51a Nomor 4737),

'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomior 37 Tahun 2007“

,;tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dasa; ‘

. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 13
. Tahun 2007 tentang Keuangan Dasa (Lembaran Daerah‘f

Kabupaten Bengkahs Tahun 2007 Nomor 13);

»Peraturan _Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor = 14
" Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme

Penyusunan  Peraturan: = Desa = (Lembaran  Daerah .
Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor.14); -
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= 15 _Peraturan : ;Daer"éh‘ Kabupatén Behgkalls Nomor = 14 ’-

Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan- =~ Desa (Lembaran Daerah = -

L .Kabupaten Bengkahs Tahun 2007 Nornor 14), ~

K 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor' 04
- Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi

- dan Tata - Kerja - ‘Pemerintah Desa (Lernbaran Daerahf o

Kabupaten Bengkahs Tahun 2008 Nomor 04), ,

17. Peraturan Daerah 5 Kabupaten Bengkahs Nomor 06   ;’
. Tahun: 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa _
e v(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008 F

i Nornor 06), .

18. Peraturan Daerah Kabupaten 'Behgkalis No'rnof 07

' Tahun - 2008 . tentang Penyelenggaraan - Urusan - »
.Pemermtahan Daerah Kabupaten Bengkalis' (Lembaran o

U Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008 Nornor 07),

19 Peraturan Daerah Kabup_aten Bengkahs Nomor 03 i
g -;Tahun © 2009 tentang - Pokok-pokok .. Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs .

. Tahun 2009 Nomor 03),

- 20. ‘Peraturan Bupatl | Bengkahs g NOrAﬁéf‘“ 4 Tahun' ‘ .124013 e

 tentang = Pedoman Pelaksanaan - “Alokasi Dana = Desa
; Kabupaten Bengkahs ' = S R

g MEMUTUSKAN

'M_‘enetapkanb',’:,;:‘PERATURAN . BUPATI = TENTANG | PERUBAHAN  ATAS
'~ PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 4 TAHUN 2013
© TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 'ALOKASI DANA DESA‘

- f‘KABUPATEN BENGKALIS
Pasal I

" Beberapa : keteﬁtuan ;_ dalam Peraturan | : Bupatl \‘ Bengkalis

“Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa o
: Kabupaten Bengkahs (Berlta Daerah : Kabupaten , Bengkahs L

’ Tahun 2013 Nomor 4), dlubah sebaga1 berlkut

1 Ketentuan BAB' IWa Pasal 11 huruf a butir 1 dan butlr 2 dlubah ”

. _.sehmgga berbuny1 sebagal berlkut

SEnT TR e k'TBABIV o
KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA

’ Pasal 1 1

a. Pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 70 % (tuJuh puluh persen)

- dari Aloka51 Dana Desa yang dlterlma dapat dlpergunakan untuk

i f_ 1. Memb1aya1 sarana dan prasarana fasﬂltas umum d1 bldang kcsehatan S
pendidikan, perekonomian dan pemberdayaaan sosial masyarakat, - -

‘termasuk didalamnya Honorarium  PPTK dan ‘pelaksana keglatan
serta upah tenaga kerja dalam kegiatan fisik, belanja barang dan Jasa
untuk keglatan ﬁs1k dan belanja pemehharaan fas111tas umum;




9, Memblayal . .sarana _ dan prasarana ~* fasilitas = umum,
“harus dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja -
yang dibuat oleh konsultan Perencana ‘dan/atau Pendamping Desa
bagian pembangunan dan/ atau Asisten Kecamatan yang disahkan
~oleh Koordinator Kecamatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
dan Kepala Desa, dokumen tersebut diserahkan kepada pelaksana
keglatan fiSlk sebagal sarana perencanaan dan pengendahan

2 Ketentuan BAB v Pasal 11 huruf b but1r k1 pom d d1ubah‘
sehlngga berbuny1 sebagal berlkut '

' BAB v , '
KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 11
b. Biaya v. pényélenggaraan pemenntahan  desa . dan Badan

Permusyawaratan Desa adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen)
dari Alokasi Dana Desa yang diterima, dapat dxpergunakan untuk : "

1. Pengguna _: Anggaran - Operas1onal - Pemerintahan Desa
adalah sebesar 70 % (tuJuh puluh persen) untuk kkegiatan
“sebagai’ berlkut PR S

d. Blaya pelaksanaan pemlhhan dan pelantlkan Kepala Desa
dengan ketentuan berdasarkan _]umlah pemlhh yaltu ‘

- Pemlhh Os / d 1000 Orang Mak51ma1 i Rp 17 500.000,-

- Pemlhh 1001 s/d 2000, Orang Maksunal Rp. 20.000.000,— :
- Pem111h 2001 s/d 3000 Orang Mak81ma1 B Rp. 30.000.000,-
- Pemilih Leblh dari 3001 Orang Mak81ma1 ~ Rp. 40.000.000,-

3 Ketentuan BAB A" Pasal 12 dlubah sehlngga berbunyl sebagal berlkut

e "BABV | ‘
TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Baglan Pertama - f
Tingkat DeSa f

Pasal 12

(1) Penggunaan Alokas1 Dana Desa dllaksanakan oleh T1rn Pelaksana Desa ~
yang dltetapkan oleh Kepala Desa :

(2) Tim pelaksana Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Kepala Desa sebagal penanggung]awab dan Pengelola Keuangan Desa,
dapat menun_]uk Pe_]abat Pengguna Anggaran :

. b. Sekretaris ~ Desa sebaga1 Pelaksana - Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa , ~ L e I
c. Kepala Urusan atau Staf "Desa sebagai Pejabat Pelaksana
Teknis Keglatan : o '
-~ d. Bendaharawan Des’_ai ‘sebagai . ;penanggungiawab '.adrninistrasi‘
keuangan : e e T _ o




(3) Untuk ' mendukung kelancaran pelaksanaan 'keglatan" fisik, -
dibentuk Tim Pelaksana Keglatan berada dibawah dan. bertanggung]awab
“kepada Kepala Desa. yang dltetapkan leblh lan_]ut dengan

- Keplitusan Kepala Desa; = .- | ; S R

(4) Susunan keanggotaan T1m Peléksana “Kegiatan' : sébagaimaﬁa |
dlmaksud dalam ayat (3), terd1r1 dari: SERTPI € R .
ooa Ketua LPMD / LKMD atau sebutan lam sebagal Ketua
. b. Sekretarls LPMD /LKMD atau sebutan laln sebagal Sekretarls |
| C. " Bendahara LPMD / LKMD atau sebutan lain’ sebaga1 Bendahara
d. .Wakll Ketua I LPMD / LKMD atau sebutan laln sebagal Anggota

€. Ketua Sek51 Pembangunan Perekonomlan Kopera31 dan Llngkunganf '
Hidup sebagal Anggota Sy o % : 5

(5) Tim - Pelaksana Keglatan sebagalmana dlmaksud pada ayat -»(3);‘,
mempunya1 tugas sebaga1 berlkut e : S

a Merencanakan dan melaksanakan keglatan ﬁ31k

b. Mempertanggung]awabkan keglatan kepada Kepala Desa

4 Ketentuan BAB V Pasal 14 ayat (3) dlubah sehlngga berbuny1 "
sebagal berlkut ' ; ,
BABV 7} o
TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Baglan Kedua _
Tlngkat Kecamatan e

Pasal 14
’ (3) Honorarium Tin'i Kecamatan _ dlbebankan " <'pada Anggéran,‘,
Pendapatan ~dan - Belanja Daerah Kabupaten ~ Bengkalis,
- .. sesuai dengan S standarlsaS1 ‘ d1 ngkungan Pemerintah . '

Kabupaten Bengkahs
5. Ketentuan BAB v Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga berbunyi
. sebagal berlkut : W S S

IR BABV ' .
S TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANADESA

Baglan Ketlga
ngkat Kabupaten

Pasal 15

(3) Besaran Honorarxum T1m , Kabupaten sebagalmana ‘dimaksud
pada ayat (1), -sesuai dengan standansam di Llngkungan Pemerlntah
Kabupaten Bengkahs




BUPATI BENGKALIS

' PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

.Menimbang- : |

| Mengingaf o

- a.

KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

» BUPATI BENGKALIS

'bahwa dalarn rangka mendukung penyelenggaraan
_pemermtahan "'desa dan pemberdayaan. ' masyarakat

 yang menjadi kewenangan ‘desa, perlu diatur Pedoman

Pelaksanaan Aloka31 Dana Desa Kabupaten Bengkahs

:.bahwa Pedoman Pelaksanaan Alokas1 ' Dana Desa

. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah  ditetapkan
dengan Peraturan Bupat1 Bengkahs Nomor '4 Tahun 2013

tentang Pedoman Pelaksanaan  Alokasi Dana  Desa

Kabupaten . Bengkahs pcrlu _ ldll‘akukan perubahan -

;‘untuk dlsesualkan

' .berdasarkan - pertlmbangan , sebagalmana rdir{naksud

~dalam - huruf a-- dan huruf b, perlu ' menetapkan
Peraturan - Bupati Bengkahs tentang Perubahan Atas
‘Peraturan - Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2013

tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi- Dana Desa -

E Kabupaten Bengkalis;

.v 'Undang—Undang Nomor 12 Tahun "1956” 'tehtang f

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan

' Daerah  Provinsi Sumatera Tengah - (Lembaran Negara :

Repubhk Indones1a Tahun 1956 Nomor 25);

Undang Undang Nomor 17 ~Tahun 2003 - tentang
- Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
~ Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan. Lembaran Negara
. Repubhk Indones1a Nomor 4286), “ »

Undang- Undang Nomor -1 Tahun ~2004 ' tentang

' Perbendaharaan Negara: (Lembaran Negara -~ Republik
’Indones1a Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran' ‘

' Negara Repubhk Indone51a Nomor 4355), :

.-Undang-Undang Nomor 15 . Tahun -~ 2004 ‘téntang'

Pemeriksaan - Pengelolaan = dan Tanggung ~Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
" Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara E

Repubhk Indones1a Nomor 4400)
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; »’Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
‘Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -
~ Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara.
oo “_“Repubhk Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
' beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor - 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
. (Lembaran Negara ~ Repubhk Indonesia. Tahun 2008

- . Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm

Nomor 4844)

. kUndang-Undang Nofﬁofz 33 ,Tah,uAn . ‘»2004 tehtarig* -
. ‘Perlmbangan Keuangan - antara  Pemerintah  Pusat
. dan Pemermtahan . Daerah - (Lembaran = Negara .

i 'Repubhk  Indonesia  Tahun 2004 ‘Nomor 126,
- Tambahan Lembaran Negara . Republik . Indonesia
,V':f:Nomor 4438), : S o '

' Undang—Undang Nofhor’; 12 Tahunj 72011 tentang E

' Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

e ~ Negara - Republlk Indone51a Tahun 2011 Nomor 82,

" Tambahan Lembaran ; .Negara : Repubhk Indonesia o

o Nomor 5234), .

;';;"_Peraturan Pemerlntah Npmor 58 Tahun 2005 tentang
- Pengelolaan Keuangan = Daerah (Lembaran Negara
. Republik Indonesia Tahun '2005 ‘Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 457 8);

Peraturan Pemermtah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
~ Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a :

 ' Nomor 4578)
10.
- Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Peraturan Pemerlntah Nomor 79 - Tahun 2005 tentang

Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Tahun 2005 - Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara -

. Republlk Indones1a Nomor 4595),

11..
~ Pembagian Urusan Pemerintahan ~antara Pemerintah,
~ Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan. Daerah -

. Kabupaten/Kota (Lembaran Negara ~Republik Indonesia"
" Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
* Republik Indonesia Nomor 4737) ‘

12.

Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang g

Peraturan Menterl Dalam Neger1 Nomor 37 Tahun 2007

. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dasa;

13

”'JfPeraturan Daerah Kabupaten Bengkahs ‘Nomor 13

Tahun 2007 tentang Keuangan Dasa (Lembaran Daerah

- '_\Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 13);

14

" Peraturan ‘Daerah - Kabupaten Bengkahs “Nomor 14
-~ Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme

' Penyusunan . Peraturan = Desa (Lembaran Daerah
;;kKabupaten Bengkahs Tahun 2007 Nomor 14)




_‘3 -

15. Péréturan : Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 14 o
' Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekamsme' :

' Penyusunan " Peraturan: = Desa (Lembaran Daerah
“Kabupaten Bengkahs Tahun 2007 Nomor 14) '

" 16. Peraturan - Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 04

- Tahun 2008  tentang  Pedoman - Penyusunan Organisasi
'~ dan Tata Kerja - Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
s Kabupaten Bengkahs Tahun 2008 Nomor 04);

17, Peraturan . Daerah Kabupaten Bengkalls " Nomor 06
Tahun 2008 - tentang ‘Badan Permusyawaratan Desa -

- J,(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008' - S

| "Nomor 06),

g 18.f'_P.e‘ra,turan _ Daerah Kabupaten Bengkalls - Nomor 07 ‘
" Tahun® - 2008 tentang - Penyelenggaraan ‘Urusan

"‘kifPemermtahan Daerah ‘Kabupaten Bengkalis (Lembaran'

e ']'Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008 Nomor 07);

_,19.~_.‘fPeraturan Daerah Kabupaten Bengkahs . Nomor 03
Tahun - 2009 tentang - Pokok-pokok - Pengelolaan
‘Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2009 Nomor 03), R ,

‘;:‘_20‘.7: Peraturan Bupatl Bengkahs medf 4 Tahun 2013_  -

- tentang Pedoman - Pelaksanaan _Alokasi Dana Desa
) Kabupaten Bengkahs ' ' . : :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
~ - PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 4 TAHUN 2013 -
- TENTANG PEDOMAN . PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
o KABUPATEN BENGKALIS o

: Pasal I

‘.Beberapa o ketentuan \ dalam ;
. Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi ‘Dana Desa

~ Kabupaten : Bengkahs 8 (Berlta _Daerah Kabupaten Bengkahs ’

Tahun 2013 Nomor 4), dlubah sebagal berlkut Lol S ‘

k\}"Peratul”an Bupatl Bengkahsl RN

1 Ketentuan BAB IV Pasal 11 huruf a butlr 1 dan butlr 2 d1ubahl |

o sehmgga berbunyl sebaga1 berlkut

‘ : : BAB IV R ’
KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 1 1

a. Pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 70 % (tuJuh puluh persen):
dar1 Alokasi Dana Desa yang dlterxma dapat dlpergunakan untuk :

1 Memb1aya1 sarana dan prasarana fasﬂltas umum di b1dang kesehatan
pendidikan, perekonomlan dan pemberdayaaan sosial masyarakat,
termasuk didalamnya - Honorarium - PPTK dan pelaksana kegiatan -
serta upah tenaga kerja dalam keglatan fisik, belanJa barang dan jasa

- untuk keglatan ﬁsxk dan belan_]a pemellharaan fasﬂltas umum;



2 Memb1aya1 ©sarana " dan p;'asérana ' faéilitas /umum, |
harus dilengkapi dengan gambar dan ‘Rencana Anggaran Belanja

yang dibuat oleh konsultan Perencana dan/ atau Pendamping Desa
bagian pembangunan dan/atau . Asisten Kecamatan yang disahkan

oleh Koordinator Kecamatan, Pejabat  Pelaksana Teknis Kegiatan

dan Kepala Desa, dokumen tersebut dlserahkan kepada pelaksana‘
keglatan fisik sebagal sarana perencanaan dan pengendahan

2 Ketentuan BAB IV Pasal 11 huruf b butlr 1 pom : 'd diubah
Sehlngga berbuny1 sebagal berlkut S T

BABIV

KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 11
b. Blaya penyelenggaraan o pemerlntahan desa dan - Badan

Permusyawaratan Desa adalah sebesar 30 % (tlga puluh persen)
_ dari Alokasi Dana Desa yang diterima, dapat dlpergunakan untuk :

1. Pengguna . Anggaran Operaswnal B Pemermtahan o Desa
adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk kegiatan
sebagai berikut : o . :

- d. Blaya pelaksanaan pemlhhan dan pelantlkan Kepala Desa

; ‘dengan ketentuan berdasarkan Jumlah pem111h yaltu

Pemlhh 0 s/d 1000 Orang Mak31mal ~Rp. 17.500. OOO -

- Pemlhh 1001 s/d 2000 Orang Maksunal Sy Rp. 20.000.000,-. .
- Pemlhh 2001 s/d 3000 Orang Mak31ma1 o ;‘Rp 30.000.000,-
- Pemlhh Leblh dar1 3001 Orang Mak31mal - '_ “Rp. 40. 000.000,- ;

3. Ketentuan BAB V Pasal 12 dlubah sehmgga berbuny1 sebaga1 berlkut

, BAB V-
TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

- Bagian Pertama ‘
e Tlngkat Desa

Pasal 12

(1) Penggunaan Aloka51 Dana Desa dllaksanakan oleh T1m Pelaksana Desa
‘yang dltetapkan oleh Kepala Desa; : : ‘

(2) Tim pclaksana Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), terd1r1 dari :

- a. Kepala Desa sebaga1 penanggung]awab dan Pengelola Keuangan Desa |
dapat menunjuk Pe_]abat Pengguna Anggaran - -

_ b. Sekretaris ‘Desa  sebagai “Pelaksana | T_eknis Pengelolaan

Keuangan Desa; = B PR A = :

c."Ke'p‘a'lév" Urusan ‘atau Staf - Desé " sebagai Pejabat Pelaksana '
Teknis Kegiatan' AL D SN :

d. Bendaharawan Desa SCbagai ! ‘pcnanggungja\mab administrasi

_keuangan. - SRR P R o B RS -
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(3) Untuk 'mendukﬁng fkélari‘(:é:féln g‘.z"pelaksanaan k I{égiatari fisik,
dibentuk Tim Pelaksana Keglatan berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada- Kepala ‘Desa - yang ,dltctapkan lebih -‘lanjut dengan
Keputusan Kepala: Desa : AR i o

~ (4) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatén s sebagairhéna |
' dimaksud dalam ayat (3), terdiri darl g o ‘

a. Ketua LPMD /LKMD atau sebutan laJn sebagal Ketua

: b.‘k'_Sekretarls LPMD/ LKMD atau sebutan lain. sebagal Sekretarls
'c.'v :Bendahara LPMD / LKMD atau sebutan lain sebaga1 Bendahara
d. Wakll Ketua II LPMD/LKMD atau sebutan 1a1n sebagal Anggota

€. Ketua Sek51 Pembangunan Perekonomlan Kopera31 dan ngkungan
e \Hldup sebagal Anggota R : :

(5) Tim Pelaksana Keglatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3),
mempunyaJ tugas sebaga1 berlkut : , -

-a. Merencanakan dan melaksanakan keglatan ﬁs1k

b. Mempertanggung]awabkan keglatan kepada Kepala Desa

4 Ketentuan BAB V Pasal 14 ayat (3) dlubah sehlngga berbunylk )
sebagal berlkut : ‘ _ :

S S BABV _
TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESA
- Baglan Kedua '
' Tlngkat Kecamatan

Pasal 14

(3) Honorarlum Tim ’Ke'camatan dlbebankan -pada Anggaran
’ Pendapatan ‘dan . Belanja _Daerah ‘Kabupaten - = Bengkalis,
sesuai denga‘ri' - standarlsa31 - di  Lingkungan Pemermtah

o Kabupaten Bengkalls - g s

5 Ketentuan BAB V Pasal 15ayat (3) cIiu_bah séi’iingga":berbﬁn‘}d
sebagal berlkut . LT o FR o

T ‘ : BAB \'28 : ' :
TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESA o

Baglan Ketlga ,
‘ ,\Tlngkat Kabupaten

X Pés'al iSb |

(3) Besaran Honorarlum T1m Kabupaten g sebagalmana dimaksud
pada ayat (1), sesuai- dengan standarlsasn d1 ngkungan Pemerlntah

Kabupaten Bengkalls
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G 6 Ketentuan BAB VI Pasal 17 ayat (4) dlubah sehlngga berbunyl -

sebaga1 berlkut

BAB VII
PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 17
(4) Kepala Dcsa mengajukan permohonan penyaluran Aloka31 Dana Desa
kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan - Masyarakat

dan Pemerintahan ‘Desa, - setelah mendapatkan rekomendasi
Camat setempat.. SR ~ ‘

Pasal II
| Peraturan Bupat1 ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan
‘Agar setlap orang dapat mengetahumya rnemenntahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya - dalam Berita- Daerah
Kabupaten Bengkalis. e e ‘ '

: ﬁitet‘apkan' di Bengkalis
‘pada tanggal = 10 spril 2013

v Diundangkaﬁ di Bengkalis |
. pada tanggal 10 April 2013

: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, '

Drs. H ASMARAN HASAN

| BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
' TAHUN 2013 NOMOR 25 s



BUPATI BENGKALIS

'PERATURAN BUPArI BENGKALIS
- NOMOR 32 TAHUN 2013
| TENTANG ‘

ORGANISASI DAN I'ATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS |

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Menimbang : a..

F ftentang ‘Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat ‘Badan Perencanaar

_Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka dlpandd.w
- perlu untuk mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit

' Mengingat

Negara Republlk Indonesna Nomor 4438)

DI KECAMATAN SE-KABUPATEN BENGKALIS -
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI BENGKALIS oL

fbahwa berdasarkan Peraturan Daerah pasal 41 Nomor 13 tahun 2012

Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Ke.uarup

; Berencana di Kecamatan ;

. bahwa berdasarkan pemmbangan sebagalmana dlmaksud dalam humf

a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Organtsass,

- dan ‘Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana dl Kecamatan se habupaterx'
.- Bengkalis; L S , R

. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
- Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah  Provinsi- Sumatera
~Tengah (Lembaran Negara Republlk Indonesia T ahun 1956 Nomor 25);

.,Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokal
- Kepegawaian {Lembaran Negara Republik - indonesia - Tahui 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

tentang ‘Pokok-pokok - Kepegawaian Tahun' 1999 (Lembaran Negarz
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaraz .

Negara Republlk IndoneSIa Nomor 3890)

-‘Undang Undang - Nomor 32 - Tahun 2004 tentang Pemerintahar: |

Daerah (Lembaran Negara Republik IndoneS|a Tahun 2004 Nomor.
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437}
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhlr dengan Undang-

Undang :Nomor 12 Tahun 2008 -tentang Perubahan . Kedua atas

Undang-Undang “Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenmanmc
Daerah ‘(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 54,

‘ Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844);
. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuaqgar« |

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemmgra-:p

- 5 Unidang-Undang -




. Undang-Undang: Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan -
Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
~Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Repubhk;,f;;,,
”IndoneS|a Nomor 5234) , L

.'Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang .
. Pengangkatan Pemmdahan dan ' -Pemberhentian Pegawai = Negeri . -
- Sipil (Lembaran Negara Republlk lndoneS|a ~Tahun 2003 -
‘Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara o ;Repub‘likf Indonesia -
.Nomor4263) ' Pt R :

..Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penge|olaan'

N Keuangan Daerah - (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndones;a4

'V:Nomor4578),v e

.~~€Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomanft\
~ Pembinaan - ‘dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahgn
Daerah  (Lembaran -Negara © ‘Republik  Indonesia- Tahun 2005
~Nomor.- 165, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
: Nomor8593) o e

.‘Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan
“Urusan . Pemerintahan - ‘antara’ Pemenntah Pemerintahan  Daerah

-~ Propinsi dan Pemerintahan. Daerah: Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia’ Tahun 2007 'Nomor - 82, Tambahan Lembara':*

o Negara F{epubhk lndonesna Nomor 4737)

10,
.- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007

Peraturan Pemerlntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgamsasz',

Nomor: 89, Tambahan Lembaran Nega,r_a’ Repubhk Indones:a

o Nomor 4741 )

E L
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:Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraau
" Urusan Pemerintahan ‘Daérah Kabupaten Bengkahs (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor 07)

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 02 Tahun 2012 tentanu i
.- Organisasi . dan. Tata Kerja = Inspektorat, : Badan Perencanaaw—, R
‘i"Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis  Daerah  Kabupaten
Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 20‘32

o }{Nomor03) dan '

* dan Fungsi serta Rincian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan.
“Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis (Benta Daerah. Kabupaten
',Bengkalls Tahun 2012 Nomor 52) Sl ‘ _

Peraturan Bupatl Bengkalls Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok- |

: MEMUTUSKAN .....




'Menetapkan

-3 - )

MEM UTUSKAN

’ PERATURAN BUPATI BENGKALlS TENTANG ORGANISASI DAN TATA
" KERJA UNIT PELAKSANA - TEKNIS 'BADAN PEMBERDAYAAN
~PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SE-

o i KABUPATEN BENGKALIS

| L BAB'I T
. j KETENTUAN UMUM
Pasal1 :

Dalam Peraturan Bupatn ini yang dlmaksud dengan

1 Bupatn adalah Bupatn Bengkahs

2. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana Kabupaten Bengkalls

N 3.,' Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan

B Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalls

4. Kecamatan adalah wﬂayah kerja camat sebagal perangkat daerah

Kabupaten Bengkalls o

5.'Un|t Pelaksana . Tekms adalah Umt Pelaksana Tekms Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten'
Bengkalls di kecamatan ‘ - ,

;'6- ‘Kepala Unit. Pelaksana Teknls adalah Kepala Umt Pelaksana Teknis

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bengkalis di Kecamatan , : . - :

f 7. Kelompok jabatan fungsnonal adalah pegawa| negen Slpl| yang d:ben ha%\

dan wewenang secara penuh oleh: ‘pejabat yang berwenang SPS,.J

o dengan bldang keahhannya masmg masnng

| BAB n |
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI -
Pasalz ]

" (1) Unit Pelaksana Teknis adalah pelaksana sebagian tugas dan fungs

‘Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  di
Kecamatan

(2) Umt Pelaksana Teknls dlplmpln oleh seorang kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara.
operasmnal berkoordma3| dengan camat




 -4-.  : ;

Pasal3

Unlt Pelaksana Tekms sebagalmana di maksud pada pasal 2 ay t {?

1 terdm dan

a Unit Pelaksana Tekms Badan Pemberdayaan Perempuan dan!
, 'Keluarga Berencana Kecamatan Mandau, - berkedudukan di Duri,
wﬂayah kerjanya mellputl Kecamatan Mandau dan Kecamatan nggw :

©b. Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dur;f
" Keluarga Berencana Kecamatan: Bukit Batu, berkedudukan di Sungai
Pakning, - wilayah kerjanya mellputl Kecamatan Bukit Batu - dan
- Kecamatan ..,lak Kecil; dan S , '

-c. : Unlt Pelaksana Tekms Badan Pemberdayaan Perempuan * da:

T Keluarga Berencana Kecamatan Rupat berkedudukan di Batu Pamarg; -

: wnlayah kerjanya mehputi Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat
N Utara «

Pasal4
* Unit Pelaksana Tekms dlmaksud pada pasal 3’ mempunya: tugas dan funigss

~melaksanakan sebaglan tugas dan funQS| Badan dengan wnlayah kerj jd tardiri
: \dan dua kecamatan : . T

BAB ||| e
SUSUNAN ORGANISASI |
Pasal 5 ) |
 _( 1) Susuhan Orgamsasn Unlt Peléksana Teknis, terdm dan
a. ‘:,EiKepaIa ; | ‘ | |
| b ;Kepala Sub Baglan Tata Usaha

c t:Petugas Pelaksana Urusan Kuahtas Hldup, Kuahtas Remaja dan }
A Perlmdungan Perempuan serta Advokasn :

' ]f‘db.fi ,;Petugas Pelaksana Urusan Orgamsasu Perempuan dan "Jef;n"* o
i serta Masyarakat e . S . g

f)

el 'Petugas Pelaksana Urusan Keluarga Berencana dan Kua! as
' '?Keluarga Sejahtera dan . S

f. K Kelompok jabatan fungsnonal

| (2) Bagan ‘Susunan Organlsa5| Unit Pelaksana Teknis sebaga:mawa
- tercantum pada Iamplran Peraturan Bupatl ml merupakan baqnan yang.
tldak terplsalnkan g AR \ ,

BAB Vo




. a.

5.

BABIV
TUGAS POKOK
Pasal6 |

: Kepala Umt Pelaksana Tekms mempunyau tugas Co

Melakukan penghlmpunan data dlbldang Pemberdayaan Perempuan dan -
~Keluarga -Berencana di wilayah kecamatan, sebagai bahan masukan
~dalam penyusunan program kerja' Badan Pemberdayaan Perempuan dan
- Keluarga Berencana sesua: dengan ketentuan dan peraturan perundang :

: undangan yang berlaku

. Melaksanakan Kualltas Hldup dan Perllndungan Perempuan
. Melakukan AdvokaS| dan penlngkatan Kualltas Remaja dan

-’Melakukan penataan Orgamsasn Perempuan dan Peran serta
~Masyarakat; - ; : . ,

'.Melaksanakan program Keluarga Berencana dan penmgkatan Kuahtas :
_Keluarga Sejahtera dan : , ’

- Melaksanakan tugas Iam yang dlbenkan oleh Kepala Badan

Pasal‘7

' Kepala Sub Bagnan Tata Usaha mempunyal tugas

Melaksanakan evalua3| dan pelaporan
.;jMelakukan pengelolaan surat- menyurat dan kearsupan

Melakukan pengelolaan admlnlstraS| keuangan perlengkapan dan
j‘penataan aset; ' : i S

, Melaksanakan | ,administrasi ,kepegawaiah,’ rumah .tanggak | dan
~humas; dan’ ' ; i i s S

”‘Melaksanakan tugas |a|n yang dlberlkan oleh Kepala Unlt Pelaksana
“Teknis. ‘ o : :

~ Pasals

, Petugas Pelaksana Urusan Kualltas Hldup, Kualitas - Remaja dan
,Perlmdungan Perempuan serta Advoka5| mempunya| tugas:

a.

Membantu mengumpulkan dan menganallsa data dlbldang Kuah ‘
Hidup, Kualltas Remaja dan Perllndungan Perempuan ser Za*

AdvokaS|

b. Membamu .....
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b Membantu Pelaksanaan pengawasan dan pengendahan temadap
- Kualitas Hidup, Kuahtas Remaja dan Perhndungan Perempuan sera
Advokasn ' : . ‘

’ c 'Membantu dalam pelaksanaan keglatan yang berhubungan dengan
i “Kualitas: Hldup, Kuahtas Remaja dan - Perlmdungan Perempuan serta
i yAdvokaS| e g

d. Membantu melaksanakan koordlnaSI dengan instansi terkait, Iam‘aaaa

‘kemasyarakatan dan lembaga ‘lainnya yang ada kaitannya . dengan
. kegiatan dan pelaksanaan Kualitas  Hidup, Kualltas Remaja dan
: ‘V‘Perllndungan Perempuan serta Advokasn dan .

e ,Melaksanakan tugas-tugas laln yang d|ber|kan oleh Kepala Umi
- Pelaksana Teknls . :

Pasal 9

Petugas Pelaksana Urusan Organlsasx Perempuan'. dan Peran  serta
Masyarakat mempunyal tugas , e ,

a Membantu mengumpulkan dan menganallsa data d|b|dang Orgamsas:" -
' Perempuan dan Peran serta Masyarakat .

b Membantu Pelaksanaan pengawasan dan pengendahan te—rhad
i vOrgamsaSI Perempuan dan Peran serta Masyarakat

g c‘.f‘»‘Membantu dalarn pelaksanaan keglatan yang berhubungan denqan
T Organlsa3| Perempuan dan Peran serta Masyarakat

d. Membantu melaksanakan koordmasn dengan |nstanS| terkait, Ierrbaaa
. _kemasyarakatan dan lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan
‘ keglatan Orgamsasn Perempuan dan Peran serta Masyarakat da"t

0]

."Melaksanakan tugas-tugas Ialn yang dlbenkan “oleh Kepala Unit
- Pelaksana Tekms o :

Paéal 10

Petugas Pelaksana Urusan Keluarga Berencana dan Kuahtas Keiua
Sejahtera mempunyal tugas ,

al Membantu mengumpulkan dan menganahsa data dibidang - Keluama
. Berencana dan Kualltas Keluarga Sejahtera : B

b. Membantu Pelaksanaan pengawasan dan pengendahan Lerha
Keluarga Berencana dan Kuahtas Keluarga Sejahtera i

c. Membantu . ..
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c Membantu dalam pelaksanaan keglatan yang berhubungan dengan
, Keluarga Berencana dan Kuahtas Keluarga Sejahtera v :

: ",?Q'd.fMembantu melaksanakan koordmasx dengan |nstan3| terkait, Iemb aga
1Y

 kemasyarakatan dan' lembaga . lainnya . yang ada kaitannya
. dengan keglatan Keluarga Berencana dan Kuahtas Keluag ,

*_Sejahtera dan

e Melaksanakan tugas-tugas Ialn yang dnbenkan oleh - Kepald U”“- =
PelaksanaTekms S R < |

et

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsnonal mempunyal tugas melaksanakan tugas khusus o

sesuai bldang keahhan dan kebutuhan

F Y 5 BAB V ,
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
‘ Pasal 12 '

Kepala Unlt Pelaksana Tekms dan Kepala Sub Baglan Tata Usaha dlangnaa“; e

‘ ‘g dan dlberhentlkan oleh Bupati atas. usul Kepala Badan

' BAB Vi
PEMBIAYAAN
o Pasal 13

. V*Pemblayaan Unlt Pelaksana Tekms dlbebankan pada APBD Kabupaten |
- Bengkalis dan sumber dana Iam sesual dengan peraturan perundang ‘

” undangan yang berlaku

,‘, BABvuf]f
TA TA KERJA
| Pasal 14

. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Tekms Kepala Sub‘
- Bagian Tata Usaha dan Petugas Pelaksana Wajlb melaksanakan prmSIp

\koordlna5| mtegrass dan smkronlsaS|

CoBmBVIL



BAB VIII '
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

o ?Dengan berlakunya Peraturan Bupa’u ini, maka segala ketentuan yang ;
. _mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini
‘ dlnyatakan tndak berlaku : , ,

e N ‘ ; BAB IX
' KETENTUAN PENUTUP
| Pasal16

- HaI hal yang belum dlatur dalam Peraturan Bupatl ini akan diatur Ieblh Ianjut
oleh Bupatl . : : '

Pasal 17
Peraturan Bupatl |n| mulau berlaku pada tanggal dlundangkan
]Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan

© - Peraturan Bupatl ini - dengan penempatannya dalam Berita Daerah
: '_Kabupaten Bengkalls : g ,

: DiAtetapkér}{'di‘Bengkalis‘ o o
- padatanggal 30 April 2013 S

' Diundangkan di Bengkalis, -~
~ pada tanggal 30 Aprll 2013

SEKRETARIS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS

-l

~ Drs.H. ASMARAN HASAN e 1

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013 NOMOR 32




~ BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

| LAMPIRAN : PERATURAN BUPATIBENGKALIS
' KELUARGABERENCANA KABUPATEN BENGKALIS e

~~ NOMOR : 32 Tahun 2013
© “TANGGAL : 30 April 2013

| KEPALA

" KELOMPOK * -

JAB. FUNGSIONAL

BAGIAN TATA
~ USAHA

KEPALA SUB

PETUGAS PELAKSANA
URUSAN KUALITAS HIDUP,
KUALITAS REMAJA, -

- PERLINDUNGAN PEREMPUAN -
) DAN ADVOKASI - =

" 'PETUGAS PELAKSANA
URUSAN ORGANISASI PEREMP

-~ DANPERAN SERTA'
_ . MASYARAKAT

. PETUGAS PELAKSANA - -
. URUSANKELUARGA -
BERENCANA DAN KUALITAS -

~-. . KELUARGA SEJAHTERA '~




